
 

 

 

 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  56 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 48 TAHUN 2019 

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan perkembangan 

keadaan atas pelaksanaan pendelegasian 

kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan di 

Kabupaten Blora, beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 

tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan 

Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan 

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora; 

 

 

 

 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6215); 

10. Peraturan Presiden Nomor  97  Tahun  2014 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor  11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); 

13. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan 

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora 

(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 

49); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 48 TAHUN 2019 

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  PELAYANAN 

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU KABUPATEN BLORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I 
 



Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 48 

Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan 

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2019 Nomor 49) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui OSS dan non-OSS pada 

DPMPTSP. 

(2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui OSS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengajuan permohonan perizinan berusaha diakses melalui laman 

OSS dengan mengklik oss.go.id secara mandiri; 

b. pengajuan permohonan Perizinan berusaha sebagaimana angka 1 

dengan memenuhi dokumen persyaratan yang lengkap dan sah, 

meliputi: KTP, NPWP, email, akta pendirian bagi badan usaha dan 

yayasan; 

c. penerbitan izin usaha (NIB) dan penerbitan izin komersial atau 

operasional berdasarkan pemenuhan komitmen; 

d. apabila pemenuhan komitmen terpenuhi Perangkat Daerah teknis 

yang membidangi akan memberi rekomendasi/pengesahan. 

(3) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan melalui OSS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang berupa notifikasi dilaksanakan setelah 

dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah teknis. 

(4) Pelayanan Perizinan sistem non-OSS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa penandatangan dokumen perizinan secara manual atau 

tanda tangan elektronik. 

(5) Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada standar pelayanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal II 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 12 Nopemver 2018   

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 

 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 12 Nopember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd. 

KOMANG GEDE IRAWADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019  NOMOR 57 

 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 
 
 
 

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. 
NIP. 19760905 199903 2 004 


